BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara
tertib, efisien, ckonomis, cfektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,
manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu diwujudkan dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga menjadi
pedoman bagi pemerintah deerah untuk melakukan
penerimaan dan pengeluaran;

¢. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang MNomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan
Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah, Bupatli wajib
mengajukan raneangan Peraturen Daerah tentang Anggaren



Mengingat : 1.

Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repulik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat [I Dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSEKAN:



Menetapkan ;

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN
2024,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

L
2
3.

Daerah adaleh Kabupaten Buleleng.

Pemerintah Dasrah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggara urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daersh dan DPRD menurut
asas otonomil dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnva dengan sistem dan prisip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dslam Undang-
Undang Dasar Negare Republik Indonesia Tahun 1945,

. Bupati adalah Bupat Buleleng.
. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya discbut

DPRD adalah DPRD Kabupaten Buleleng,

.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yvang ditetapkan dengan Peraturan Dacrah.

Pasal 2

APBD tahun snggaran 2024 terdiri atas pendapatan Daerah,

belanja daerah dan pembiayaan Daerah dengen rincian sebagai

berikut:

1. pendapatan Daerah Rp2.294,958.823.433,00

2. belanja Daerah Rp2.339.558.823.433,00
surplus/(defisit) Rpl4<4 000, GO0, 000, 00|

3. pembiayaan Daerah

a. penérimaan pembiavaan Rp45.000.000.000,00
b. pengeluaran pembiavaan  Rp400.000.000,00
jumlah pembiavaan netto Rp44.600.000.000,00

misa lebih pembiayaan

anggaran tahun berkenan Rp0,00

¥
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Pasal 3
Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp2.294.958.823.433,00 (dua trilinm dua ratus sembilan puluh
empal miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan
ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah)
vang bersumber dari:
a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
¢. lain-lain pendapatan Daerah yvang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a direncanakan sebesar Rp493.324 .500,000,00
{empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh
empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdir dari:

a. pajak Daerah;

b. retribusi Daerah;

e. hasil pengelolaan kekayaan Daerah vang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli Daerah vang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humif a
direncanakan  sebesar Rpl95.230.000,000,00  (seratus
sembilan puluh lima miliar lima ratus tige pulubh juta
rupiah).

(3] Retribusi Daerah sebagaimsana dimaksud pada ayat (1) huraf
b direncanakan sebesar Rp36.952.500.000,00 (tga puluh
cnam miliar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus
ribu rupsahj.

(4] Hasil pengelolaan kekavaan Daerah vang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf ¢ direncanakan
scbesar Rp31.300.000.000,00 (tiga puluh satu miliar tga
ratus juta rapiah).

(2] Luein-lain PAD yang ssh sebagaimana dimaksud pada avat (1)
hurul d direncanakan sebesar Rp229.542.000.000,00 (dua

ratus dua puluh sembilan miliar ima ratus empat puluh dua

juta rupah).



(1]

(2]

(&l

(1)

Pasal 5
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
hurufl b direncanakan sebesar Rpl .756.634.323.433,00 (satu
triliun tujuh ratus lima puluh enam miliar énam ratus tiga
puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus
tiga puluh tiga rupiah| yang terdiri dari :
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar Daerah,
Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rpl.541.088.618.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh
satu miliar delspan puluh delapan juta enam ratus delapan
belas ribu rupiah),
Pendapatan transfer antar Daerah sebageimana dimaksud
pada avat (1)  huruf b  direncanakan  sebesar
Rp215.545.705.433.00 (dua ratus lima belas miliar lima
ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima nbu empat
ratus tiga puluh tiga rupiah).

Paszal &
Lain-lain  pendapatan  Daerah  vang sah  sebagaimana
dimaksud pada pasal 3 hurul ¢ direncanakan sebesar
Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) yang
terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

poraturan perundang-undangan direncakann scheaar

Epd5.000.000.000,00 (emmpat puluh lima miliar rupiah).

Pasal T

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp2.339.558. 823.433,00 (dus trnliun tiga ratus tiga

puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh delapan juta

delapan ratus dua pulub tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga
rupiah) yang terdiri dari:

A
b.

=

belanja operasi;

belanja modal;

belanja ndak rerduga; dan



d.

(1}

(2]

{3}

g
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belanja transfer.

Pasal 8
Anpgaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf a direncanakan sebesar Rpl . 860.755.957.758,00 (satu
triliun delapan ratus enam puluh miliar tjuh ratus lima
puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh
ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja pegawai,
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan
d. belanja bantuan sosial,
Belanja pegawai sebagaimana dimaksaud pada ayvat (1) huraf a
direncanakan sebesar Rpl. 109.600.308.565,00 (satu triliun
seratus sembilan miliar enam ratus juta tiga ratus delapan
ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp656.25% 336.189,00 {enam
ratus lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh sembilan
juta tiga ratus tiga puluh enam ribu scratus delapan puluh
sembilan rupiah).
Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar RpY1.362.213.004,00 (sembilan puluh
satu miliar tga ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga
belas ribu empat rupiah).
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp3.534, 100.000,00 {tiga miliar
lima ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Pasal 9
Anggaran belanja modal sehagaimana dimalcsud dalam Pasal 7
huruf b direncanakan sebesar Rp198.481.789.093 00 (seratus
sembilan puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh
satu juta mjuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan
puluh tiga rupiah) vang terdiri dari
g. belanja modal tanah:

P
—= P



Pasal 11

{1} Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 hurufl d direncanakan sebesar Rp276.821.076.582,00 (dua
ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus dua puluh satu
juta tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua
rupiah), yang terdiri dari:

a. belanja bag hasil: dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2] Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp20.258.546.982,00 (dua puluh
sembilan miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus
empat pulub enam ribu sembilan ratus delapan pulubh dua
rupiihy.

(3) Belanja banman keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp247.562.529.600,00 (dua
ratus empat puluh mjuh miliar lima ratus enam puluh dua

juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp44.600.000.000,00 (empat puluh empat miliar enam
ratus juta rupiah) vang terdiri dari:
&. pencrimaan pembiayaan; dan
b, pengeluaran pemhbiayaan.

Pasal 13
Anggaran penerimaan pembiayvaan sebagsimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp<35.000.000.000,00
[empal pulub lima miliar rupiah) yang terdiri atas sisa lebih
perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar
Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Pasal 14
Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 hurufl b direncanakan sebesar Rp400,000.000,00 {empat

ratus juta rupiah) vang terdirl atas penyertaan modal Daerah

{R"



direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah).

11}

(1)

(2]
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Pasal 15
Penyertann modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam passal
14 direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 [empat ratus juta
rupiah).

Pasal 16

Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran
belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar
Rp44.600.000.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus
juta rupiahj.

Pembiavaan netto vang merupakan selisth  penerimaan
pemblayaan terhadap pengelusran pembiavean direncanakan
sebesar Rp44.600,000,000,00 (empat puluh empat miliar

enam ratus juta rupiah),

Pasal 17
Dalam keadasn darurat termasuk  keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu
yvang ditetapkan dalam Peraturan Dacrah ini, yvang selanjutnya
dimasukan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
dengan tata care sesus dengan cara terlebih  dahulu
melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD serta pemberitahuan kepada Pimpinan
DPRD  selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi
Anpgaran.
Keadaan darurat secbapgaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi
a. benecana alam, bencana non-alam, bencana sosial danfatau
kejadian luar biasa;
b. pelaksanagan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik,

t.b



o,

rekapitulasi  belanja Daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2024;
Lampiran VI

relcapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM Tahun Anggaran
2024,

. Lampiran VII

sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka
menengah Daerah dengan rancangan APBD Tahun Anggaran
2024;

.Lampiran V111

sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana
kerja pembangunan Daerah dan prioritas dan plafond anggaran
sementara dengan rancangan peraturan Daerah tentang APBD
tahun anggaran 2023,

Lampiran [X

sikronisasi program prioritas nasional dan den prioritas
provinsi dengan program prioritas kKabupaten/kota tahun
anggran 2024,

. Lampiran X

Sinkronisasi major project dengan dukungan program prioritas
Daerah tahun anggaran 2024

. Lampiran X1

daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun
anggaran 2024,

Lampiran X1l

daftar Rekapitulasi piutang Daerah tahun anggaran 2024,

. Lampiran Xl

daftar penyvertaan medal Daerah dan investasi daerah lainnya
tahun anggaran 2024;

. Lampiran XIV

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
Daerah dan Aset lain-lain tahun anggaran 2024;

. Lampiran XV

daftar sub kegiatan tahun jamak (muiti years);
Lampiran XVI



daftar dana cadangan tahun anggaran 2024,
gq. Lampiran XVII
daftar pinjaman daerah.
Pasal 19
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
sebagai landasan operasional pelaksanasn APBD.

Faszal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2024,
AgaT setiap OTANE mengetahuinyva, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam
Lembaran Dzerah Kabupaten Buleleng.

di Singaraja
pada tinggal 209 Desember 2023
PEN.J El.ffT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
padsa tanggal 29 Desember 2023
SERRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

LEMBA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG FERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALL : (11,
80 / 2023 ).

g



LAMPIRAN |

PERATURAN DHERAH BULELEMNG
MOKCA 10 TAHUN 2023
TENTANG

ARSEARAN PERDARATAN AN BELANLS DASRAH KABUPATEN BULELENG TAHUMN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BULELENG

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

SIP0-FY ; diomlak peria 20240703 17,38:47

HODE URALAN JUMLAH [Rp)
1 2 3
- FENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDARATAN ASLI DAERAH {PAD 433324 500.000,00
410 Fajak Daerah 195,530 000.000.00
4102 Feestritissl Caarah 36,952 500.000,00
2103 Haall Fengaiolasn Kakayass Daarh ysng Dipaahkan 31.300.000.000,00
2104 Lain-ain PAD yang Sah 24 542 000.000,00
2.2 FENDAPATAN TRANSFER 1,756.534.323 433,00
420 Frndapatnn Transfer Pamarintab Pusat 1.541 OBAE1E 000,00
4202 Fendapatan Transfar Artar Dasrah ST A TO8 AN 00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAMN DAERAH YANG SAH 45, 00000, 050, 00
4303 Lain-ain Pandapslan Sesusl Sengan Ketantusn Parsturen Parundang-Lindsngan 48000 000.000.00
Jumiah Pandepatan 2,294 958 821.433,00
B BELANJA DAERAH
51 BELAMIA OPERAS] 1,850,755 957 758,00
510 EBelan|a Pegawai 1,108,500 304.565.00
5102 Eelanja Bazang dan Jase B56.259.335.189.00
5.1.06 Delanja Hiah 91,382 243,004 00
6.1.06 Eatan|a Baniusn Sossl 3534 10000000
8.2 BELANILA MOOAL S0 481.7858.003.00
5.2 Balanja Modal Tanah B.O00. 000,00
5202 Belanj Mods] Peraistan dan Mesin 51.378.340,208,00
5203 Eelanga Madal Sedung dan Bangunan 42 237.532, TRE, 00
5.2.04 Ealanja Modal Jaien, Jaingan, den |rigasi 832.373.408.730,00
5208 Belarja Modal Asst Tetap Lasnnys 20,816,736 557,00
5.2.08 Belzrga Modal Asst Lainrys 1,868.772.802,00
5.3 BELAMJA TIDAK TERDUGA 3.500,000,000,00
Ea3.04 mm Terdugs .500.000.000,60
Buil BELAMNJA TRANSFER I76.821.076.542,00
54,01 Belarjs Bagi Heal 29,2608 K45 942,00
G402 Betanja Bantusn Kauangan 247 852 B0 800, 00
Jumlah Belanga 2,339 556823 433,00
Haiaman 1




KODE URALAN JUMLAH Rpj
1 2 1
Total Barplus!Defisit) ~44,600.000,000,00
] PEMBIAYAAN DAERAH
a1 FEMERMAAN PEMELAY AAN 48, 00000, 000, 00
51 Eisa Labih Parhifungan Angganen Tehun Sebelummya 45, 000, D0 0000, 00
6.2 FENGELUARAN PEMBIAYAAN AQDG.000, 00
8202 Panyoriaan Modal Deersh 400.000.000,00
Jumitah Pangeluaran Pembiaysan 400.004.000,00
Pambilayasn Metto #4,500.009.000,00
6.3 Sisa Labil Pernbisyasn Anggamn Dasrah Tahue Berkanasn (SILPA) 0,00

SUPD.RT ¢ deoetak pads 2084-01=0F 713841
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KETUT LEHADSYANA
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